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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa pada perjanjian sewa menyewa tanah sawah secara tahunan di 

Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat menerapkan asas kebebasan 

berkontrak dalam perjanjian sewa menyewa tanah yakni, pihak pemilik 

tanah sawah bebas untuk menentukan pihak yang akan menyewa tanah 

sawahnya, kebebasan untuk menentukan causa dari perjanjian yang 

dibuatnya, bebas menentukan objek perjanjian, dan bebas menentukan 

bentuk daripada perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan asas kebebasan 

berkontrak dengan demikian, ini menunjukan bahwa adanya penerapan 

asas kebebasan berkontrak pada sewa menyewa tanah sawah di Kecamatan 

Kuripan Kabupaten Lombok Barat. 

2. Apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa tanah sawah 

secara tahunan di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, maka 

upaya yang dilakukan adalah melalui jalur non litigasi yakni dengan 

penyelesaian musyawarah secara kekeluargaan. Adapun cara lain jika 

pihak tidak mampu membayar dengan uang tunai maka, dapat pula dengan 

melakukan pembayaran harga sewa dengan menukarkan hasil pertanian 

yang sesuai dengan sisa pembayaran harga sewa. Hasil keputusan tersebut 

mengikat kedua belah pihak pada saat mencapai kesepakatan.  
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B. Saran 

Adapun saran pada praktik sewa menyewa tanah sawah secara tahunan 

di Kecamatan Kuripan antara lain:  

1. Para pihak perlu mengetahui mengenai hal-hal dalam membuat perjanjian, 

walaupun dapat pula menggunakan perjanjian secara lisan, namun baiknya 

perjanjian dibuat secara tertulis, karena manusia bukanlah makhluk yang 

paling sempurna yang dapat mengingat berbagai hal, apabila para pihak 

membuat perjanjian secara tertulis maka akan memudahkan jika terjadi 

sengketa ataupun persoalan dikemudian hari. 

2. Dalam membuat perjanjian sewa menyewa tanah sawah secara tahunan, 

para pihak hendaknya melibatkan pihak aparat Desa/Kepala Desa, dalam 

pembuatan perjanjian.  

3. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa  harus bertanggung jawab dan 

mematuhi kesepakatan yang dibuat serta memahami hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sengketa 

atau persoalan wanprestasi di kemudian hari yang dapat membuat salah 

satu pihak mengalami kerugian dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah 

sawah tersebut. 
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